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ABSTRAK 
 
Nama  : Dahlia 
Nim  : 10200110019 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga 
Amil Zakat/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar 
 
Skripsi ini membahas tentang Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus 
Pada Lembaga Amil Zakat/Laznas) PKPU Cabang Makassar. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 
(menggambarkan dengan kata-kata). Masalah yang diteliti mencakup:  
(1)Gambaran Implementasi Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) 
PKPU Cabang Makassar (2) Gambaran kendala atau Hambatan implementasi 
zakat profesi pada lembaga amil zakat Nasional ( Laznas)  PKPU Cabang 
makassar. Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (diskriptif 
kualitatif) yang di laksanakan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar serta 
bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kondisi serta hal-hal 
yang terkait yang sudah penulis sampaikan. Datanya diperoleh dengan cara 
wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil  Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Zakat Profesi 
Pada Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah 
meningkat, Hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi  yang mengalami 
peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2013. (2) Kendala atau 
hambatan implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat adalah masih 
banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke 
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, dan juga ada beberapa faktor yang 
menjadi penyebab terjadinya yaitu Masih kurang kepercayaan masyarakat, 
kesadaran masyarakat untuk masyarakat masih rendah, dan pemahaman 
masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang. 
Implikasi dari penelitian ini di antaranya: Lembaga Amil Zakat (Laznas) 
PKPU Cabang Makassar memberikan perhatian yang Maksimal dalam hal 
memperbaiki kualitas amil zakat, dan Lembaga Amil Zakat membuat  berbagai 
standar manejemen untuk panduan pengelolaan dan pengawasan kinerja UPZ. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Zakat dipandang sebagai ibadah ritual yang memiliki implikasi dan makna 
sosial. Muhammmad Abdul Manna berpendapat bahwa zakat adalah poros dan 
pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. 
Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. 
Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk 
menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan 
tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat 
mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang 
dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar 
dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum 
muslimin untuk pendasaran negara.
1
 
Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang 
bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, 
Maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen 
pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena hakekat dan 
puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya 
(fiahsani taqwiem).
2
 Dan kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa (ruhani) 
yang oleh para sarjana muslim disebut tazkiyat an nafs. 
Sebagaimana dalam ayat 9-10 surah Asy Syams (91) yang berbunyi : 
               
                                                          
1
 Mannan. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: 
Penerbit  Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256 
2
Anwar Ibrahim.  Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat; dalam Ainur Shophiaan 
(Surabaya: Etika Gusti, 1997), h. 63 
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Terjemahnya:  
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu,dan 
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.3 
 
Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata 
tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban 
semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang 
pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar 
penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah 
Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus 
diperangi.
4
 Al-Qardlawi, menegaskan bahwa Islam tidak hanya menghukum 
orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembelahan separuh 
kekayaannya atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari pada itu 
menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-
orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah 
banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk mengapa dan 
melindungi zakat. Ibnu Juza'i, mengemukakan bahwa orang yang menentang 
kewajiban zakat, boleh diperangi sampai mereka menyerahkan dan mau 
membayar zakatnya. Al- Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau 
membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar. Dari sinilah, lahir dan 
disahkannya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat di usung 
ketengah harapan masyarakat, sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelolah 
dan mendistribusikan zakat dan merupakan solusi yang harus didukung secara 
intensif, agar kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar 
profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan 
                                                          
3
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Terjemah Per-kata, (Bandung:2007), 
h. 595. 
4
Muhammad Husain Haekal,  Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut Hati, (Jakarta: PT. 
Litera Antar  Nusa, 1995), h. 82 
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martabat kemanusiaan, sambil kita menutup celah terjadinya berbagai 
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat. Di 
dalam undang-undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang 
belum ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu “hasil pendapatan dan jasa” atau 
kata lain yakni zakat profesi. Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa diantara hal 
yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah 
penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian 
yang dilakukan sendiri, misalnya: Profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, 
Pelukis, mungkin juga Da’i atau Muballigh, dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini 
merupakan langkah maju menyelesaikan perkembangan zaman.
5
 
Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. 
Ia harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara 
konvensional, orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki 
harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu. Atau bisa juga, orang yang 
memperoleh penghasilan melampui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan 
dengan hasil pertanian, perkebunan, atau tambang. 
Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, oleh karena itu 
pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat 
kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan sungguh sangat tidak adil dan 
tentu bertantangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum 
dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, 
pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, 
sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi 
justru “dibiarkan” tidak membayar zakat. 
                                                          
5
  Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2002), h. 28 
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Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usaha-
usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, 
perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang 
semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin 
luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu ada penataan dalam pelaksanaan zakat 
yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi 
merupakan bagian dari wacana Islam kontenporer yang tentu saja tidak kenal 
dalam khasanah keilmuan Islam di Masa Rasulullah 
Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional  Majelis 
Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat 
penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini 
berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan 
menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar 
zakat. “zakat profesi sebetulnya zakat penghasilan. Cuman namanya saja yang 
zakat profesi biar lebih familiar. Hukumnya wajib.” 6  Pendapat serupa juga di 
ungkapkan anggota komisi Fatwa MUI, Hasanuddin. Menurutnya secara ensesi, 
zakat profesi merupakan zakat penghasilan. Karena itu, zakat profesi memang di 
wajibkan bagi muslim. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan 
zakat penghasilan. Fatwa tersebut diterbitkan usai disahkannya UU zakat No.38 
1999  lalu. 
Dengan berlakunya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang 
pengelolaan zakat juga telah menetapkan adanya zakat profesi, di dalam pasal 11 
ayat (2) disebutkan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat, yakni zakat harta dan 
zakat fitrah. Dengan disebutkannya secara jelas dalam UU berarti secara hukum 
formal di Indonesia, zakat profesi (atau di dalam UU disebutkan zakat pendapatan 
                                                          
6
  Noor Aflan. Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-
Prees), 2009), h. 108 
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dan jasa) hukumya wajib. Allah Swt berfirman berkaitan dengan perintah zakat 
sebagaimana dalam al-qur’an ayat 43 surah al-baqarah yang berbunyi 
 
                      
 
Terjemahan: 
“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang 
yang ruku”.7  
 
Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat itu sangat penting untuk 
untuk di laksanakan, zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang 
profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat 
dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki 
fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial 
sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat 
Makassar yang mempunyai potensi PAD (pendapatan asli daerah) yang 
cukup lumayan besar, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi sebagian 
masyarakat yang hidup serta berkecukupan, untuk mengeluarkan zakat profesi 
dimana 90% daerah ini menganut agama Islam. Zakat yang ada di masyarakat 
sebenarnya berpotensi dapat membantu keadaan masyarakatnya yang masih jauh 
dari taraf hidup yang layak karena mengingat masyarakat yang sebenarnya wajib 
zakat. 
 Zakat adalah latihan rohani yang sangat baik, diwajibkan kepada umat 
Islam untuk meningkatan kehidupan umat manusia dari segi materi dan kejernihan 
rohani, juga mengajar mereka untuk berbagi denga sesamanya. Melalui zakat, 
                                                          
7
.Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Terjemah Per-kata,(Bandung:2007), 
h. 16. 
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Islam memindahkan manusia yang egoisme kepada memikirkan kepentingan 
orang lain oleh karena itu PKPU cabang Makassar  memiliki potensi zakat profesi 
yang tidak kecil, diperuntukkan bagi seluruh Lembaga Amil Zakat 
Nasional/Laznas yang "telah wajib zakat" yakni dari profesinya.  
Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan ingin 
mengetahui “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil 
Zakat/Laznas PKPU Cabang Makassar)”. pelaksanaan zakat sekarang ini dapat 
dikatakan bagus dan berkordinasi, terutama pelaksanaan zakat profesi  yang bisa 
di tunaikan setiap bulan atau setiap tahun pada saat penerimaan gaji yang sudah 
mencapai nisab. Namun zakat profesi masih perlu mendapat perhatian yang 
serius, terutama mereka yang mempunyai kewajiban menunaikan zakat tersebut. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan berpedoman pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di 
atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut 
1. Bagaimana implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat (Laznas) 
PKPU cabang makassar ? 
2.  Apa kendala atau Hambatan implementasi zakat profesi pada lembaga amil 
zakat Nasional ( Laznas)  PKPU Cabang makassar ? 
C.  Definisi Operasional 
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang 
sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam 
judul ini  
Implementasi zakat profesi adalah pelaksanaan atau penerapan yang 
terwujud dalam bentuk praktek langsung di lapangan, yang dikeluarkan dari hasil 
usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak 
7 
 
dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu, atau zakat yang di keluarkan 
dari hasil prefesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/ da’i, karyawan, 
pegawai, guru, dan lain-lain. 
8
   
PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) adalah yang mendapat pengukuhan 
sebagai Lembaga Amil zakat Nasional (LAZNAS). 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka yang di maksud dalam skripsi ini bertujuan untuk 
memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang di bahas sesuai dengan 
teori yang ada dalam buku, hanya mengacu kepada implementasi zakat profesi, 
Adapun buku yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 
Rahmawati Muim, Dalam bukunya manejemen Zakat, di dalamnya 
membahas tentang Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang 
muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf, bagi zakat atas penghasilan atau 
profesi biasanya disebut dengan al-mal musafad. Yang termasuk dalam kategori 
zakat al mal-musafad adalah pendapatan yang di hasilkan dari profesi non zakat 
yang di jalani, seperti gaji pegawai/ swasta, konsultan, dokter lain-lain.
9
 
Muhammad Bagir Al-Bahsyi, dalam bukunya Fikih Praktis Menjelaskan 
tentang berbagai macam-macam profesi yang wajib di zakati apabila jumlah 
bersihnya selama setahun merupakan nishab.
10
 
Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqh al-Zakat, menyatakan bahwa penghasilan 
yang dominan pada zaman sekarang adalah apa yang didapat dari sumber 
                                                          
8
 Sjechul Hadi Permono, Sumber-Sumber Penggalian Zakat (Jakarta : Pustaka Firdaus, 
1992), h. 140   
9
  Rahmawati  Muin,  Manejemen  zakat,  (Makassar: 2011), h. 70. 
10
 Muhammad,  Fikih Praktis, (Jakarta: Penerbit  Salemna Diniyah. 2002), h. 58 
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perolehan gaji pegawai, karyawan, jasa dan profesi. Penghasilan yang diperoleh 
dari jasa dan profesi oleh al-Qardawi dikategorikan sebagai kasb al-‘amal wa al-
mihan al-hurrah yang menghasilkan mal mustafad (kekayaan yang masuk dalam 
kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan shari ‘at 
agama). Dengan konsep mal mustafad, al-Qardawi membagi dua kategori 
penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu kasb al-‘amal 
(pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapat gaji, 
upah, atau honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara dan 
seterusnya) dan al-mihan al-hurrah (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, 
berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, 
advokat, seniman, tukang kayu dan lain sebagainya). 11 
Abdurrachman Qadir dalam disertasi Reaktualisasi zakat: Suatu telah 
teoritik menurut konsep keadilan, berusaha menjelaskan masalah zakat menurut 
konsep keadilan. Menurutnya zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan 
aktualitasnya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki 
harta kekayaan pada zaman sekarang yang diperoleh di luar jenis usaha 
konvensional, seperti kaum profesional, eksekutif, industriawan, usahawan, 
wiraswastawan, jasa dan sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat 
(muzakki). 
12
 
Didin Hafidhuddin tentang Zakat dalam Perekonomian Modern, buku ini 
menggunakan dua pendekatan ijmali (global) dan tafsili (terurai). Pendekatan 
ijmali merupakan cara menyebut harta dan hasil usaha seperti tergambar dalam al-
Qur’an surah al-baqarah:267. Semua jenis harta yang belum ada contoh 
konkretnya di zaman Rasulullah saw. Tetapi karena perkembangan ekonomi 
                                                          
11
  Al-Qardawi, fiqhuz zakat, h. 487 
12
 Abdurrachman Qadir, Reaktualisasi zakat: “Suatu telah teoritik menurut konsep 
keadilan”. (Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997), dalam kata pengantar VIII. 
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modern, menjadi harta wajib zakat. Sedangkan pendekatan tafsili menjelaskan 
secara rinci beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jasa dan 
profesi.
13
 
Dari semua referensi tersebut di atas semuanya membahas tentang zakat 
dan penulis memandang bahwa teori dari buku tersebut merupakan penunjang 
serta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penelitian ini 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai 
dalam penelitian ini adalah 
a. Untuk mengetahui implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat 
(Laznas) PKPU cabang Makassar 
b. Untuk mengetahui kendala atau Hambatan zakat profesi saat ini pada 
lembaga amil zakat Nasional ( Laznas)  PKPU Cabang Makassar. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah : 
a. Bagi peneliti 
Penelitan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
keintelektual sehingga peneliti bisa digunakan sebagai wahana untuk menkaji 
secara ilmiah tentang bagaimana implementasi zakat profesi di PKPU cabang 
Makassar 
 
 
 
                                                          
13
  Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 
2004), h. 91. 
10 
 
b. Bagi Lembaga yang terkait 
Dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan Untuk menentukan dasar 
kebijakan dalam upaya meningkatkan implementasi zakat profesi di PKPU 
cabang Makassar. 
c. Bagi institusi pendidikan 
Penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 
untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan 
dengan tujuan  disyariatkannya zakat khususnya dalam bidang pengajar. 
 
F. Sistematika penulis 
 Adapun garis-garis besar dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari  lima 
bab untuk memudahkan pembaca dalam memehami isi skripsi ini, maka akan 
diberikan gambaran secara umum berupa garis-garis besar skripsi ini sebagai 
berikut 
Sebagaimana lasimnya dalam penulisan skripsi bab I ini penulis  
menguraikan mengenai isu perkembangan sakat profesi yang diredaksikan 
dalam pendahuluan diawali dengan gambaran tentang latar belakang tersebut 
melahirkan beberapa deretan masalah, yang terdiri dari rumusan masalah, 
definisi operasional, tinjauan pustaka, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian 
dan diakhiri dengan garis-garis isi yang menjelaskan mengenai isi dari beberapa 
masalah yang akan dibahas oleh penulis 
Selanjutnya pada bab II menguraikan kajian pustaka yang menjelaskan 
mengenai mencakup  definisi zakat, juga membahas tentang zakat profesi 
11 
 
disertai dengan contoh-contoh perhitungannya, pengorganisasian dan 
pelaksanaannya. 
Pada bab III, penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, instrumen penelitian, 
teknik pengumpulan dan pengelolaan  data,  dan teknik analisis data. 
Pada bab IV, membahas tentang analisa danhasil penelitian yang 
berdasarkan pada permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisis 
dari berbagai buku dalam bentuk library research, dan field research. 
Pada bab V, membahas tentang  penutup dari seluruh rangkaian isi tulisan 
yang akan diuraikan dalam kesimpulan hasil penelitian dan implementasi 
penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian zakat dan Zakat profesi 
1. Menurut Etimologi (Bahasa) 
Kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al- barakatu ‘ keberkahan’, al-
namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath- thaharah ‘ kesucian’, dan ash-
shalat ‘keberesan’, dan berarti juga tazkiyah, tathhier mensucikan. Syara' 
memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.
1
 
Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. 
Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat.
2
 
 Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. 
Abu Hasana al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan 
memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata 
zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, 
penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.
3
 
 
Sayyid Sabiq berkata zakat itu arti aslinya tumbuh suci dan berkah. 
Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia kata zakat juga berarti jumlah 
harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang islam, dan di berikan kepada 
golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya), menurut 
yang telah ditetapkan oleh syara (termasuk hukum islam yang ketiga).
4
 
                                                          
1
 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang : PT. Pustaka 
Rizky Putra, 1999), h.3 
2
 Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat 
Berdasarkan Qur’an Dan Hadits (Jakarta : Litera AntarNusa, 1987), h. 34 
3
 Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat 
Berdasarkan Qur’an Dan Hadits.  h. 35 
4
  Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih 
Sunnah Jilid 3 (cet 1: Bandung : Al- Ma’arif, 1990), h. 5  
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Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas 
bandung /UNISBA (1991) merinci pengertian zakat yang di tinjau dari segi 
bahasa sebagai berikut. 
a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang di kenai zakat adalah benda 
yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan 
diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda 
tersebut sudah dizakati maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta 
menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemilikannya (muzakki) 
dan sipenerima (mustahik). 
b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang di kenai zakat adalah benda yang 
baik mutuhnya, dan  jika itu telah dizakati kebaikan mutuhnya akan lebih 
meningkat, serta akan lebih meningkatnya kualitas muzakki dan mustahiknya. 
c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa harta yang di kenai zakat adalah benda 
yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi 
perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di 
dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya  
d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari 
usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika 
dizakati, ia akan mensucikan mental muzakki dari ahlak jelek, tingka laku yang 
tidak senonoh dan dosa, juga bagi mustahik-nya. 
e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari 
kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok 
mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan 
bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan 
tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. 
14 
 
 
Berdasarkan pengertian di atas maka zakat mempunyai fungsi fokok 
sebagai berikut: 
1) Membersihkan jiwa muzakki 
2) Membersihkan harta muzakki 
3) Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan 
kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh 
berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak 
langsung ke sektor ekonomi lemah. 
4) Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga 
dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah swt. 
2. Menurut Terminologi (Istilah) 
Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam 
mendefinisikan menurut istilah antara lain: 
Sayyid sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu 
hak Allah ta’alah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miski. Dinamakan 
zakat karena di dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah 
membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. 
5
  
Senada dengan hal pengertian zakat menurut syara yang telah dirumuskan 
soleh fuqaha antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut 
sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.
6
 
b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk di berikan 
kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang 
meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.   
                                                          
5
 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih 
Sunnah Jilid 3,  h. 5 
6
 Direktoral Jendral  Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid 1 (Jakarta Pusat : 
1983). h. 229 
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c. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan 
dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang 
akan diperolah bagi mereka yang mengeluarkan. 
Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Allah swt, menegaskan dalam 
Ayat 103 Q.S. at-Taubah yang berbunyi :  
 
                                       
    
Terjemahanya : 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu Kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.
7
 
 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari 
sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya 
zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam 
hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka, dan Selanjutnya 
menurut Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan pengertian zakat adalah ibadah 
yang bertalian dengan harta benda. Islam menuntut supaya orang yang mampu 
menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk 
melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu dari 
kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-
orang yang menjadi tanngungannya. 
8
 
Sedangkan H. Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqih Islam beliau 
mengemukakan bahwa : zakat menurut agama Islam artinya kadar harta yang 
                                                          
7
 Departemen Agama RI, h. 204 
8
 Syaikh Mahmud Syaltut, Aqidah dan Syariah Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1996). h. 94  
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tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa 
syarat hukumnya fardhu ain atau tiap-tiap orang yang cukup syarat-syarat zakat 
mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.
9
 
Adapun pengertian zakat menurut pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang no. 38 
Tahun 1999 yaitu: Zakat adalah harta wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 
diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
10
 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan 
sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri dari harta yang 
demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah yang mempunyai dampak 
sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan 
kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang 
dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari sehinnga dapat mempunyai kesempatan untuk 
hal-hal luhur sebagai khalifa Allah di bumi. 
Profesi berasal dari bahasa indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang 
di landasi pendidikan dan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) 
tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan 
kepandaian khusus untuk menjalankannya. 
Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena 
semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja 
karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang 
menghasilkan uang ada dual hal, Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya 
disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka 
penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, 
advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan 
                                                          
9
 H. Sulaiman Rasyid, Fiqih islam (cet. VII: Jakarta: At-Tahiriyah, 1980. h. 189 
10
Departemen Agama RI , h. 7. 
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seseorang buat pihak lain baik di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-
lembaga swasta lainnya yang mana mendatangkan penghasilan uang 
(honorarium).  
Sedangkan menurut Fachrudin : Profesi adalah segala usaha yang halal 
yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik 
melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.
11
 Jika dua kata ini di gabungkan 
menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan 
sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, sebutan lain zama 
maksudnya dengan zakat profesi diantaranya zakat hasil usaha. Dalam bahasa 
arab  dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, kasb al 
amal, al mihn al hurrah yang tergolong al-maal al-mustafad. Al-maal al-mustafad 
didefinisikan “ usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan 
berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan 
harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, 
tunjangan dan lain-lain. 
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal 
yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, 
melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada point-point yang 
perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu: 
1. Jenis usahanya yang halal, 
2. Menghasilkan uang relatif banyak 
3. Diperoleh dengan cara yang mudah, 
4. Melalui suatu keahlian tertentu. 
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 Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer; ( Jakarta : 
Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58. 
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Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha 
yangberhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya 
usaha profesi tersebut bisa berupa 
a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis. 
b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter. 
c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan. 
d. Usaha modal, seperti investasi.12 
Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa: 
1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti 
upah pekerja dan gaji pegawai. 
2.  Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti 
kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.
13
 
Dari pengertian uraian diatas, dapat disimpulkan  al-maam al- mustafad 
merupakan hasil yang di peroleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka 
terhadap harta ini terhadap kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat 
wajib zakat.  
Zakat profesi adalah istilah zakat yang baru pada abad sekarang, menurut 
kaidah penerus zakat profesi bahwa orang yang termasuk pekerja profesi itu, 
seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor,.investor, broker, dokter, 
pegawai esselon, pengarang/ pencipta, artis dan sebagainya, kalau menerima gaji 
dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5 % tanpa menunggu haul (berputar 
selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu nishab 
dan haul. Mereka menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian 
                                                          
12 Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer; ( Jakarta : 
Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 59 
 
13
 Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer; ( Jakarta : 
Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 59. 
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dikeluarkan pada saat setelah panen. Disamping mereka menganalogikan dengan 
akal bahwa kenapa hanya petani petani dikeluarkan zakatnya sedangkan para 
dokter, eksekutif, karyawan, yang gajinya hanya beberapa bulan sudah melebihi 
nishab, tidak diambil zakatnya. 
Jenis profesi masyarakat pada masa Nabi saw dan pada masa ulama dahulu 
masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang 
berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, 
yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu. Profesi 
yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini 
jumlahnya relatif sangat banyak. Oleh karena itu, ada persoalan dengan maksud 
“relatif banyak” seperti tersebut di atas, yang harus mendapat ketegasan ukuran, 
mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan 
tempat.  
Menurut al Qardhawi, seperti dikutip oleh Didin Hafiduddin yakni zakat 
profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena 
profesinya baik itu dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga 
lain yang mana mendatangkan penghasilan (honorarium) yang memenuhi nishab. 
Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai zakat 
maupun juga zakat profesi, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat 
yang dikenakan pada penghasilan karena profesinya dan dilandasi dengan jiwa 
yang bersih, dengan begitu zakat akan mensucikan dan menumbuhkan pahalanya. 
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3. Pengertian, Perbedaan dan Persamaan  Zakat Infak dan shodaqah 
a. Pengertian Zakat Infak dan Shodaqah  
1. Zakat secara bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah 
atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan 
2. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) 
untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti 
mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu 
kepentingan yang diperintahkan Islam 
3. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka 
bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara 
terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, 
atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. 
b. Perbedaan Zakat, infak dan shodaqah 
 Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq 
dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu 
yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang 
digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang 
sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. zakat ditentukan 
nisabnya sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan 
siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada 
siapa saja. 
Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu;  
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1. Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta 
yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima. 
2. Infaq : sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi) 
3. Sedekah: lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas 
pada materi saja. 
c. Persamaan Zakat, infaq, dan shodaqah 
Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman kita kepada allah 
dan sesama muslim yang membutuhkannya. Kalau kita melihat dari 
penggunaan ayat-ayat Al-Quran istilah shadaqah, zakat, dan infaq sebetulnya 
menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq 
dan shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi 
yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.
14
 
4. Sejarah zakat profesi pada masa Rasulullah  
Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun 
melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui 
penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi 
Muhammad saw. Berusaha untuk meraih kekuasaan atau suku-suku dalam rangka 
menundukkan mekah. Sejumlah misionaris dan duta di kirim ke seluruh penjuru 
Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan 
membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. Muhammad 
memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam 
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 Rahmawati  Muin,  Manejemen  zakat,  (Makassar: 2011), h. 1. 
22 
 
 
komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad 
sebagai seorang Nabi. 
15
 
Rasulullah saw. Pernah mengangkat dan menginstrusikan kepada beberapa 
sahabat (‘Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahem, 
Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais ‘Ubadah bin Shamit dan Mu az bin Jabal) 
sebagai ‘amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai 
negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka 
Allah swt. Telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta 
kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi 
kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi saw 
pada masa Nabi saw. Ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. 
Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum 
dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima, yang jarang di 
temukan, yaitu rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib 
zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di 
atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode 
kepemimpinan Rasulullah saw, seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan 
jama’ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur 
B. Nishab, Kadar, dan Waktu pengeluaran Zakat profesi 
1. Nisab 
Nisab penghasilan pegawai dan usaha jasa kita kembalikan kepada mal 
mustafad maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa: wajib menzakati 
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 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta, 2010), h.70  
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mal mustafad pada waktu menerimanya apabila mencapai seharga 85 gram emas 
baru di wajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak 
diwajibkan menzakati gajinya. Kalau demikian maka di Indonesia tidak ada 
seorang pegawai pun yang kena kewajiban zakat. menurut jumhur (mayoritas) 
ulama berdasarkan hadits ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu ‘anhu: 
 ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص َِّيبَّنلا ََلأَس ِِبلَّطُمْلا ِدْبَع َنْب َساَّبَعْلا ََّنأ ، َّلَِحت َْنأ َلَْبق ِِهَتقَدَص ِلْيِجَْعت ِْيف َمَّلَسَو
 َِكلَذ ِْيف َُهل َص َّخََرف 
Terjemahannya: 
“Bahwasanya ‘Abbas bin ‘Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan 
pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi shallallaahu 
‘alaihi wa salam memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukanhal 
itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, 
Al-Baihaqi), 
2. Kadar  
Kadar zakat menurut BAZIZ  adalah dua setengah persen setiap 
mendapatkan, jika kalau pegawai negeri dan buruh tetap adalah dipungut sebulan 
sekali pada waktu keluar penerimaan gajinya. Kadar zakatnya menurut al- 
Qardawi juga dua setengah persen. Alasannya adalah sebagai berikut: 
a. Tercakup dalam pengertian keumuman pengertian zakat mata uang 
b. Gaji, Upah, Honor, uang jasa diperbolehkan melalui pengorbanan tenaga dana 
fikiran, sedangkan menurut prinsip hukum islam, kadar itu memperingan kadar 
kewajiban. 
c. Mengikuti amalan ibnu mas’ud dan Mu’awiyah dan Umar Bin Abdu _Azis 
dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan para pegawai dimasukkan 
kedalam diawanul ‘ata’ 
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d. Kata A-Qardawi menurut ilmu pajak, sumber pajak itu ada tiga macam modal, 
tenaga dan campuran modal dan tenaga karja. Pungutan pajak dari  modal lebih 
besar daripada yang lain. Pungutan pajak dari campuran modal dan tenaga 
lebih besar daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari 
tenaga adalah yang paling ringan. Oleh karena zakat dari tenaga kerja lebih 
baik dikiaskan kepada pemotongan gaji angkatan bersenjata dan para pegawai 
yang dilakukan oleh Ibnu Mas’ud, Mu’awiayah dan Ibnu Abdul-Asiz dari pada 
dikiaskan kepada hasil pertanian. 
3. Waktu Pembayarannya 
Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukannya karena diqiyaskan 
kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau zaat menerima hasil. 
Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia 
berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan ‘naqdain’(emas dan 
perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang 
di keluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, ‘rub’ul usyur’ atau 
2,5% dari seluruh penghasilan kotor 
4. Cara perhitungan zakat profesi 
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang 
diperoleh setelah mencapai nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat 
profesi. Perhitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a. Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun. 
b. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang di bayar selama satu 
haul (tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya 
merupakan harta yang wajib dizakati 
c. Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat. 
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d. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika 
menggunakan kalender masehi. 
e. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisi 
simpanan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan 
zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul. 
Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan 
atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji 
secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamankan 
jumlah yang telah di keluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikan pada 
perhitungan akhir haul. 
 
5. Syarat Wajib Zakat dan Harta Yang Dizakati    
Menurut agama Islam tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk 
menunaikan zakat atau disebut muzakki. Adapun syarat-ayarat yang harus 
dipenuhi oleh wajib zakat menurut jumhur ulama ialah:
16
 
a. Muslim. Muslim adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam pada 
dasarnya semua muslim wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan 
yang membatalkan ketentuan tersebut. 
b. Merdeka. Artinya seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib 
berzakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang perbudakan dalam Islam sudah 
tidak ada. 
c. Berakal. Seperti halnya kewajiban yang lain, membayar zakat tidak 
diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini 
gugur sebagaimana kewajiban sholat, pusa, haji dan sebagainya. 
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 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, (Makassar.Alauddin Pres, 2011), h. 12. 
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d. Baligh. Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban 
membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat māl) 
sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh ummat Islam tanpa terkecuali.
17
 
Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: 
1) Harta telah mencapai nisabnya. Maksudnya ialah nisab yang ditentukan 
oleh syara’sebagai tanda kekayaan seseorang dan kadar tertentu yang 
mewajibkanya yakni setara atau lebih dari 85 gram emas maka harta 
yang wajib dikeluarkan hanya 2,5 % saja. Misalnya: seseorang memiliki 
harta sebanyak Rp. 72.000.000, jika emas/gramnya seharga Rp. 500.000 
maka nisabnya sebesar (85 g x Rp. 500.000) = Rp. 42.500.000.Maka 
zakatnya sebesar: Rp. 72.000.000 x 2,5% = Rp. 1.800.000 
2) Harta dalam kepemilikan penuh. Para fuqoha berbeda pendapat dalam 
hal ini tentang maksud dari kepemilikan penuh atas hak milik. Apakah 
yang dimaksud adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri 
ataukah harta milik yang hak pengeliaranya berada ditangan seseorang, 
ataukah harta yang dimiliki secara asli. 
3) Harta telah sampai setahun, menurut hitungan bulan Qamariah. Dengan 
demikian jika harta yang telh mencapai nisab berkurang pada masa 
perjalanan setahun, maka tidak wajib zakat baginya. 
4) Harta bukan merupakan hasil utang. 
5) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dalam hal ini Ibnu 
Malik menafsirkan bahwa kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti 
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 Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, Kekuatan Zakat (Yogyakarta: Pustaka Albana, 
2010),  h. 7-8. 
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mencegah seseorang dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, 
pakaian dan pelunasan utang.
18
 
6) Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang berkembang.19 
 
6. Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang No.38 Tahun 1999, yang di 
maksud dengan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 
pendistribusian, pedayagunaan zakat. 
Lebih lanjut dikemukakan tujuan pengelolaan zakat pada pasal 5 yaitu 
sebagai berikut: 
a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai 
dengan tuntutan agama. 
b. Meningkatnya fungsi dan peranan-pranata agama dalam upaya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial 
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 
1. Pengorganisasian pengelolaan zakat 
Pengelolaan ini dijalankan oleh lembaga amil zakat setelah melakukan 
perencanaan adalah bagaimana cara untuk mengorganisir. 
Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga tersebut untuk 
menyusun struktur tugas, hubungan wewenang, desain organisasi, 
spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, tentang 
kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan.  
Untuk terwujudnya suatu lembaga yang efektif maka perlu 
dirumuskan beberapa hal dibawah ini : 
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 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, (Makassar.Alauddin Pres, 2011), h.14-17. 
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 Yusuf Qardawi, Fiqhuz-zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, 
Hukum Zakat (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 138. 
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a. adanya tujuan atau target yang jelas untuk dicapai, 
b. adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, 
c. adanya wewenang dan tanggung jawab, 
d. adanya hubungan (relationship) satu sama lain, 
e. adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-
tugas yang diembankan kepadanya.
20
 
2. Pelaksanaan 
 Dalam pengumpulan zakat, Badan Amil zakat mempunyai wewenang 
baik dalam hal penerimaan atau pengambilan dari muzakki atas dasar 
pemberitahuan muzakki, disebabkan dalam hal ini selain menjadi amil 
mempunyai tanggung yang besar dalam penanganannya. Badan amil zakat 
juga dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta 
muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. 
Adapun pelaksanaan badan amil zakat juga memiliki sifat otonom dan 
independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah 
dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah 
yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infaq dan 
shadaqah dalam upaya perbaikan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan 
pemberdayaan umat. 
Agar pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah pada 
lembaga ini dapat berjalan dengan baik, maka lembaga BAZ/LAZ harus 
membentuk beberapa badan organik dan unit kerja yang telah memiliki 
tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang jelas dan sesuai dengan 
keahliannya sehingga lembaga ini diharapkan dapat berjalan secara 
professional. Adapun tugastugasnya sebagai berikut : 
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a.  Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
b. Mengambil keputusan segala bentuk keputusan yang dianggap 
menguntungkan. 
c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. 
d.  Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat. 
e.  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR RI/DPRD sesuai 
dengan tingkatannya. 
3. Pengawasan / pengendalian 
 Pengawasan atau pengendalian dalam teorinya tidak akan pernah 
luput dari seorang pemimpin dan bagaimana penilaian sebuah kinerja. 
Peran serta pemimpin sangat urgen dalam taraf pengendalian / 
pengawasan. Pengendalian lembaga berkaitan dengan pengendalian mutu 
pelayanan, pengendalian keuangan, pengendalian Mustahik, pengendalian 
biaya, analisis penyimpangan antara rencana dan realisasi, penghargaan 
bagi Muzakki maupun Mustahik Sistem pengawasan yang dilakukan oleh 
beberapa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia secara umum 
melalui pembentukan badan pengawas yang masuk dalam struktur 
organisasi. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang- Undang No. 38 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan dalam setiap 
Badan Amil Zakat memiliki Badan Pengawas yang setiap saat bisa 
melakukan audit terhadap suatu lembaga pengelola zakat. Menurut 
ketentuan Undang-Undang Zakat tersebut, pengawasan terhadap 
pengelolaan zakat harus dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih oleh 
anggota lembaga. Unsur pengawas ini seharusnya ada setiap lembaga amil 
pada setiap tingkatan Badan Amil Zakat mulai dari pusat hingga daerah 
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bahkan kecamatan. Keberadaan Badan Pengawas memang tidak mutlak 
adanya sebagai sebuah lembaga yang mengawasi kinerja lembaga. Dalam 
Undang-Undang Zakat, pemerintah juga tidak hanya mempercayakan 
kepada pengawas struktural yang ada, namun masyarakat juga memiliki 
hak untuk menjadi pengawas terhadap kinerja lembaga amil sebagaimana 
yang dijelaskan pada pasal 20 UU Nomor 38 Tahun 1999, bahwa 
masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan 
Lembaga Amil Zakat. 
Dalam hal pengawasan ini, selanjutnya dijelaskan bahwa peran serta 
masyarakat diwujudkan memiliki implikasi sebagai berikut : 
1.  Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola 
oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. 
2.  Menyampaikan saran dan pendapat kepada badan atau lembaga 
amil zakat. 
3.  Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan 
zakat (pasal 20 penjelasan atas UU No. 38 Tahun 1999)
21
 
 
7. Hikmah dan Fungsi Zakat 
Dalam ajaran islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban 
zakat merupakan bukti integralitas Syariah Islam. Artinya, Islam datang 
membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak 
hanya memperhatikan aspek individual belakan, tetapi juga membawa misi sosial 
yang apik. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para 
cendikiawan muslim konteporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk 
nyata dari aplikasi solidaritas sosial (al-takaful al-ajtim’iy) yang nyata.22  
Hikmah zakat antara Lain: 
                                                          
21
 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, (Makassar.Alauddin Pres, 2011), h.106 
22
 Akhmad  Mujahidin, Ekonomi Islam ( Ed. 1-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007). h. 64 
31 
 
 
a. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka 
yang miskin. 
b. Pilar amal jama’i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da’i 
yang berjuang dan berda’wah dalam rangka meningngikan kalimat Allah swt. 
1. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk  
2. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat 
3. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah swt berikan 
4. Untuk pengembangan potensi umat 
5. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam  
6. Menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi 
umat 
Ada 2 fungsi utama mengindikasikan zakat ini: 
a. Zakat sebagai asuransi sosial (al-ta’min al-ijtima’iy) dalam masyarakat 
muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, 
orang yang membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekeyaan 
yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak 
menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin. 
b. Zakat yang berfungsi sebagai jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima’iy) karena 
memang ada orang orang yang selama hidunya belum memiliki kesempatan 
mendapatkan rezeki menimpah, karena itu orang-orang islam lain 
berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya  
 
8. Dasar hukum kewajiban zakat profesi 
Pertama : Ayat-ayat Al-qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan 
semua jenis harta untuk di keluarkan zakatnya yaitu: 
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a. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkannlah (dijalan Allah) sebahagian dari 
hasil usahamu, yang baik-baik.....” (Q.S. Al-baqarah : 267) 
b. Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”(Q.S. Adz-Dzariyat: 19) 
c. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka.... (Q.S. At-taubah :103) 
Kedua : Dari As-sunnah, antara lain adalah pembenaran Rasulullah saw 
terhadap pencicilan. 
1. Zakat hasil/upah menyiram kebun korma dalam kasus : Ali bin Abi 
Tholib, bekerja sebagai tukang siram kebun korma dan kasus Ibnu Abbas 
yang menyewakan kebun korma untuk di kelolah orang lain. Hal dapat di 
pahami dari hadist, bahwa Iman Ahmad, Abu Daud, At-Turmusi, Ibnu 
Majah, Hakim Daruquthny dan Baihaqi, meriwayatkan dari Ali bin Abi 
Tholib dan Ibnu Abbas yang datang bertanya kepada Nabi saw, tentang 
pembayaran zakat sebelum tiba. 
2. Haul (tahun), lalu Rasulullah saw membenarkan yang demikian (Kitab 
Subulussalam. Atas dasar ayat dan hadist tersebut di atas telah mendorong 
Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, dan Umar Bin Abdul Aziz, 
telah memungut zakat, dari horor tertera, gaji hakim dan imbalan jasa 
petugas Madhalim (semacam advokat) dan lain-lain. Abu Jaktar berkata : 
saya mendengar Khalifa Maimun dan Ibnu Yasid berdiskusi tentang zakat, 
lalu Ibnu Yasid berkata : Umar bin Abdul Aziz, memungut zakat imbalan 
jasa petugasnya pada waktu imbalan itu diberikan harta Mashalim pada 
waktu Muktamar Internasional pertama di kuwait  tanngal 30 April 1984, 
tentang zakat, dimana telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi, harta 
itu dikembalikan. Dasar perhitungan nishabnya ialah nishab naqdud. 
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ketiga : Keputusan musyawarah Ulama, antara lain sebagai berikut : 
a. Musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh tahun 1978, 
berkesimpulan:“Jasa diwajibkan berdasarkan umum, ayat 267 surah al-
baqarah. 
b. Musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, tahun 1982, 
berkesimpulan : Gaji/Horor dan pendapatan lainnya yang sifatnya tetap, 
apabila dalam setahun cukup nishabnya wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% (dua 
setengah persen) 
 
C. Kerangka berfikir 
Dari serangkaian di atas maka kita beramsumsi bahwa zakat profesi 
mempunyai implementasi yang sangat baik pada lembaga amil zakat nasional 
PKPU cabang Makassar.  
Setelah melihat dari sejauh mana implementasi zakat profesi tersebut, 
artinya implementasi zakat profesi merupakan salah satu variabel yang harus 
diperhitungkan dalam penelitian ini. Variabel ini merupakan variabel bebas yang 
berfungsi sebagai penentu sekaligus dikatakan yang memberikan pengaruh. 
Implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional PKPU 
cabang makassar dibahas dengan melihat dua objek penelitian yang akan di teliti 
yaitu zakat profesi dan lembaga amil zakat nasional PKPU cabang Makassar. Dari 
kedua objek peneliti ini mengkaji masalah implementasi zakat profesi. 
Zakat profesi dikaji dari apa saja implementasi zakat profesi, sedangkan 
dari lembaga amil zakat nasional PKPU cabang Makassar, peneliti mengkaji  apa 
saja yang menjadi kendala atau penghambat pelaksanaan zakat profesi. 
Kedua aspek yang diteliti di atas akan dibahas dan disesuaikan dengan al-
qur’an dan as-sunnah nabi saw. Al-qur’an dan as-sunnah dijadikan suatu bahan 
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perbandingan mengenai zakat profesi, apakah sudah sesuai dengan aturannya atau 
belum. 
Untuk lebih memahami kerangka isi yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dilihat dalam bagang berikut ini:  
Gambar I : Kerangka Fikir 
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 BAB  III  
 METODOLOGI PENELITIAN.  
A. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 
yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 
sebagai sumber langsung dan instrument penelitian sendiri, yaitu penelitian 
merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penefsiran data, 
dan pada akhirnya ia menjadi laporan hasil penelitian. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Laznas PKPU cabang Makassar yang 
terletak di JL. Andi Tonro No. 23. Dengan mengolah data PKPU cabang makassar 
sebagai objek penelitian, di PKPU cabang Makassar juga mewawancarai langsung 
beberapa mustahik yang dinaungi oleh LASNAS PKPU  cabang Makassar. Hal ini 
bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai 
Implementasi Zakat Profesi di Laznas PKPU Cabang Makassar. 
C. Sumber Data Penelitian 
Penelitian adalah pengamatan yang bertumpu pada sumbar data 
berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situacion. Sumber data penelitian yang 
penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Tetapi dalam penelitian 
ini, sebatas pada sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai sumber data 
penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, karena 
populasi dan sampel digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif 
sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak bermaksud menggeneralisasi 
hasil akhir penelitian dan kesimpulan deduktif. 
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Jadi yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah kepala 
sekretariat lembaga amil zakat nasional di PKPU Cabang Makassar dan para 
muzakkinya serta dokumen-dokumen/arsip. 
 Adapun Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu : 
1. Data primer, dalam penelitian lapangan, data primer merupakan data utama 
yang diambil langsung dari informasi/ responden yang dalam hal ini adalah 
Kepala Sekretariat Lembaga Amil Zakat di PKPU Cabang Makassar. Data 
ini berupa hasil interview (wawancara) 
2. Data sekunder, pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang 
telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara tidak 
langsung. Data ini berupa dokumentasi penting menyangkut data-data 
perhitungan zakat profesi. 
D. Prosedur Pengumpulan Data 
Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun social yang diamati.
1
 
Sanapiah Faisal dalam bukunya format-format penelitian social 
mengemukakan bahwa instrument penelitian adalah sesuatu alat yang digunakan 
untuk mengumpulkan data suatu penelitian.
2
 Instrument pemelitian sebagai alat 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dipandang sangat membantu seorang 
peneliti dalam melaksanakan penelitian dan sangat mempengaruhi keberhasilan 
suatu penelitian. Selain digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan 
menguji hipotesis, instrument juga berguna untuk mengukur tingkat kualitas data, 
sebaiknya disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan sebagai salah 
                                                          
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hal.320 
2
 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2001), h. 57. 
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satu cara memperoleh kebenaran data sehingga sesuai dan sejalan dengan hasil 
penelitian. Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
1.  Observasi 
Panduan observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. 
Pengamatan bisa dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, 
kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang.
3
 Dalam hal ini peneliti 
menggunakan alat perekam (Tep Recorder) dan kamera. 
2. Wawancara 
Yaitu catatan wawancara yang akan diberikan kepada informan untuk 
memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh penulis, dengan 
model wawancara bebas. 
 Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengarahkan pertayaan kepada 
sasaran yang diinginkan dan untuk menilai keadaan siswa yang menjadi objek 
penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat perekam (Tep Recorder) dan 
kamera. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan dengan cara melihat benda-benda 
tertulis, ataupun pengumpulan benda-benda tertulis seperti buku-buku, arsip, dokumen 
dengan menggunakan catatan harian dan alat tulis lainnya. Dalam hal ini peneliti 
menggunakan kamera. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan pada teknik pengumpulan data ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literature dan hasil 
                                                          
3
  Sanapiah Faisal,  Format-format Penelitian Sosial   h. 135 
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penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas 
dalam skripsi ini. 
2. Penelitian lapangan (Field reseach), yaitu teknik pengumpulan data dengan 
cara terjun langsung kelapangan (lokasi) penelitian, di mana penulis 
langsung melakukan penelitian pada yang akan diteliti 
F. Teknik Analisis Data 
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik 
deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian iniadalah 
analisis non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang 
bertolak dari problem atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fakus 
penelitian. Penulis menempuh tiga cara dalam mengelolah data penelitian ini: 
a. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang hal-hal yang dianggap kurang penting/tidak perlu. Reduksi data 
dimaksud untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan 
penelitian 
b. Penyajian data (data display) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam 
bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian 
data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan 
rencana kerja selanjutnya. 
c. Verifikasi data (conclution drawing/verification) yaitu penarikan kesimpulan 
yang sudah disajikan, dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang 
diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil 
akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori 
data dan masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan 
yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Paparan dan Data Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Laznas PKPU Kota Makassar 
Krisis yang terjadi pada tahun 1997 mempengaruhi kondisi perekonomian 
bangsa dan rakyat Indonesia. Menyikapi krisis yang berkembang, 17 September 
1998, sejumlah anak-anak muda yang enerjik melakukan aksi sosial disebagian 
besar wilayah Indonesia. Menindak lanjuti aksinya, mereka kemudian menggagas 
entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada 10 
Desember 1999 lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Pos 
Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dengan badan hukum yayasan. PKPU 
menisbahkan dirinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial. 
 Perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana ummat yang 
berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai negara berpenduduk 
muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk 
memberdayakan masyarakat miskin. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2001, 
PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) 
sesuai dengan SK. Menteri Agama RI No 441. Hal itu membuktikan bahwa 
kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar. 
Sebagai lembaga yang semakin kokoh dalam menangani isu-isu 
kemanusiaan global maka tuntutan standarisasi kerja serta pengembangan 
program telah mencambuk PKPU untuk mengedepankan peningkatan mutu 
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program dan layanan dengan menghasilkan kontribusi yang solutif bagi 
masyarakat. Tuntutan tersebut dijawab dengan diterimanya PKPU sebagai ”NGO 
in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United 
Nations” pada 21 Juli 2008, yang menuntut akuntabilitas kinerja kemanusiaan 
secara periodik sebagai konsekuensi status yang disandang. Pada hari Selasa, 22 
Juli 2008, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU juga telah memperoleh register 
di PBB sebagai lembaga dengan status “Special Consultative Status” dari 
Economic and Social Council (Ecosoc). Kemudian pada tahun 2010, PKPU juga 
telah resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan keputusan 
Menteri Sosial RI No 08/Huk/2010. 
a. Legal Formal: 
 Lembaga Amil Zakat Nasional ( LAZNAS ) berdasarkan SK Menteri 
Agama No. 441 2001. 
 Organisasi Sosial Nasional ( ORSOSNAS ) berdasarkan SK Menteri 
Sosial RI No. 08/HUK/2010. 
 NGO in special consultative status with economic social council  at 
United Nation pada bulan juli 2008. 
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Gambar 4.1 Logo Lembaga Amil Zakat 
PKPU Cabang Makassar
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b. Visi dan Misi Laznas PKPU Kota Makassar  
Adapun visi dan misi Lasnaz  PKPU cabang makassar yaitu 
a. Visi 
Menjadikan lembaga terpercaya dalam membangun kemandiriaan 
b. Misi  
1. Memberdayagunakan program rescue, rehabilitasi dan 
pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian 
2. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, 
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar 
negeri 
3. Memberikan pelayanan informasi, edukasi dan advokasi kepada 
masyarakat penerima manfaat (beneficiaries) 
c. Nilai Budaya PKPU 
Jujur, Tanggung Jawab, Kerjasama, Cepat, Peduli 
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2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
a. Srtuktur Organisasi 
Struktur organisasi di Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Ummat 
tidak jauh berbeda dengan lembaga lain. Yang mana terdiri dari dewan 
penasihat, ketua cabang dan anggotanya. Kami akan jabarkan sebagai berikut. 
1. Dewan Penasehat. 
Di bagian ini diisi oleh pakar dan tokoh agama. Di PKPU Cabang 
Makassar sendiri bagian ini untuk sementara diisi oleh para pakar, sedang 
tokoh agama masih dalam proses konfirmasi. Fungsi dari dewan penasehat 
itu sendiri adalah menjadi pelindung bagi lembaga dan menjadi penasehat 
bagi perkembangan dan kinerja lembaga. Dewan penasehat juga berperan 
untuk member teguran jika ada indikasi pelanggaran AD/ART. 
2. Ketua Cabang 
PKPU Cabang Makassar diketuai oleh Muhammad Yusuf, fungsi ketua 
cabang adalah mengontrol pekerjaan anggotanya dan juga berkoordinasi 
dengan PKPU Pusat. Ketua cabang juga berhak menegur bawahannya 
ketika melanggar aturan. Ketua juga yang memimpin rapat lembaga, 
setidaknya itu adalah sebagian fungsi ketua di PKPU Cabang Makassar. 
3. Bidang Pendayagunaan. 
a. Mencari penerima zakat  
b. Menyalurkan zakat atau biaya kesehatan dan pendidikan kepada yang berhak 
c. Membuat lapangan kerja di masyarakat 
d. Dan layanan kesehatan dan lingkungan 
4. Bidang Administrasi dan Keuangan 
a. Mengurusi urusan surat menyurat 
b. Mengurusi administrasi zakat 
c. Mencatat nama muzakki 
d. Mengurusi keuangan lembaga 
5. Bidang Penghimpunan 
a. Sosialisasi lembaga ke masyarakat dan instansi 
b. Menghimpun zakat 
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Gambar 4.2 Susunan Pengurus Laznas 
PKPU Cabang Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi 
zakat profesi pada Lembaga Amil  Zakat (Laznas) PKPU Cabang Makassar 
yang di peroleh langsung dari lokasi penilitian melalui dokumentasi dan 
wawancara. Pada bagian ini di sajikan dan hasil wawancara yang telah 
dilakukan oleh peneliti narasumber yaitu bapak Yusuf sebagai kepala cabang 
Dewan Pembinan Organisasi 
Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A. 
Prof.H.Veni Hadju, Ph.D., M.Sc 
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Kepala Cabang 
Mohammad Yusuf 
BidangPendayagunaan 
Juniawal S.Pd.I 
Abdurrahman Rara, S.Kep 
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Bidang Administrasi 
dan Keuangan 
Fikri Zuhri, SE 
Tina Musfirah 
BidangPenghimpunan 
Arman, S. Kep 
Alan, A.Md 
Ramli S.HI 
Abdul Jalil 
Ibrahim 
Sitti Radhiah 
Nurhayani, SHI 
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Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU Cabang Makassar. Penerapan Zakat 
profesi pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar.
1
   
1. Implementasi Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU 
Cbang Makassar 
 
Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa 
berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah 
menanamkan budi pada si miskin. Tetapi Zakat merupakan suatu hak yang 
dititipkan Allah dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang 
berhak menerimanya. Saperti halnya dalam Al-Qur’an ayat 103 surah At-
Taubah yaitu : 
 
                        
             
 
Terjemahnya 
“Ambillah Zakat dari sebagai harta mereka, dengan Zakat itu aku 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” 
 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari 
sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya 
zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam 
                                                          
1
 Yusuf (Kepala Cabang), Wawancara, Kantor Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU Cabang 
Makassar (10.00), 12 juni 2014 
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hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka, dan zakat Profesi 
adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah 
mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, 
dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang orang yang 
mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut: 
Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan 
perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa 
generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak 
dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. 
Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena 
zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang 
memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. 
Referensi dari Al Qur'an mengenai hal ini dapat ditemui pada ayat 267 surat Al 
Baqarah  yang berbunyi: 
 
                         
                      
           
Terjemahannya: 
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" 
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Dari ayat diatas telah menjelaskan bahwa sebagai ummat muslim harus 
menafkahkan atau mengeluarkan hasil usahanya yang menghasilkan uang dan 
ayat diatas berhubungan dengan zakat profesi. karena zakat profesi itu sendiri 
yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat 
mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu 
keahlian tertentu, maka banyak ulama yang mewajibkan untuk mengeluarkan 
zakat dari hasil profesinya tersebut, karena selama ini kewajiban mengeluarkan 
zakat profesi hanya sebatas kesadaran individu masing-masing dengan 
menggunakan ijtihad hukum masing-masing pulakarena belum adanya sandaran 
hukum yang kuat mengenai zakat profesi dari segi keberadaan hukumnya dalam 
nash, baik Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah saw, atau dari hasil ijtihad ulama 
dahulu. Dalam undang-undang zakat pun belum disebutkan secara terperinci 
mengenai pelaksanaan zakat profesi
2
. . menurut jumhur (mayoritas) ulama 
berdasarkan hadits ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu ‘anhu: 
 َْبق ِِهَتقَدَص ِلْيِجَْعت ِْيف َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص َِّيبَّنلا ََلأَس ِِبلَّطُمْلا ِدْبَع َنْب َساَّبَعْلا ََّنأ ، َّلَِحت َْنأ َل
 َِكلَذ ِْيف َُهل َص َّخََرف 
Terjemahannya: 
“Bahwasanya ‘Abbas bin ‘Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan 
pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi shallallaahu 
‘alaihi wa salam memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukanhal 
itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, 
Al-Baihaqi), 
 
                                                          
2
 Muhammad,  Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, (Jakarta: 
Penerbit  Salemna Diniyah. 2002), 58 
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a. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi 
Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran 
dari zakat profesi: 
1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup 
setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat 
2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu 
Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkah haul tetapi terhitung 
dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun 
tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka 
wajib mengeluarkan zakat. 
3. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama 
modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat 
dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka 
mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu 
panen. (haul:lama pengendapan harta) 
b. Nisab Zakat Profesi 
Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat 
tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 
kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat 
profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti 
diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan 
frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan 
dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.  
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syarat haul dan nishab, sebagaimana disebutkan dalam kutipan :  
 ابَِصن غلبو ٌلْوَح هيلع ىضم نإ ةاكز هنم ذخؤي هنإف نهملاو لمعلا بسك امأ 
Terjemahannya:  
penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki 
selama setahun dan telah mencapai nishab.  
Haul adalah masa satu tahun yang harus dilewati oleh nishab harta tertentu 
tanpa berkurang sedikitpun dari nishab sampai akhir tahun. Rasulullah 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 َم َدَاَفتْسا ِنَم ُلْوَحْلا ِهَْيلَع َلْوَُحي ىَّتَح ِهَْيلَع ًةاَكَز ََلاف ًلاا  
Terjemahannya: 
Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada 
harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun 
 
c. Kadar Zakat 
Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia 
berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu 
kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari 
seluruh penghasilan kotor.  
d. Perhitungan Zakat Profesi 
Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara 
langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil 
bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan 
penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 
2,5% X 3.000.000=Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun. Setelah 
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dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong 
dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang 
penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan  penghasilan Rp 
1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap 
bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (1.500.000-
1.000.000)=Rp 12.500 per bulan atau Rp 150.000,- per tahun 
Pelaksanaan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya 
Undang-Undang Zakat. No. 38 tahun 1999, sehingga zakat di urus oleh badan 
maupun Lembaga amil zakat yang amanah dan proffesional, dengan 
menggunakan sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di 
Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan 
distribusi harta kekayaan dan memanilisir kemiskinan dan penderitaan yang 
banyak di derita masyarakat. 
Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki 
penghasilan. Bila profesional yang menggeluti suatu bidang kerja (profesi) 
memperoleh penghasilan dan mencapai tingkat suplus tertentu, maka ia wajib 
membayar zakat profesi. 
Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan 
perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa 
generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai zakat profesi tidak 
dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. 
Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena 
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zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang 
memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.  
Kewajiban membayar zakat profesi bagi muslim cukup beralasan. 
Sebabnya, Islam saja mewajibkan zakat bagi para petani bila mencapai nishab saat 
ini sering kali harga jual hasil pertanian mereka tidak bagus dan pendapatan 
mereka dari penjualan hasil pertanian lebih rendah dibandingkan para profesional 
yang memiliki penghasilan dengan gaji bulanan mencapai puluhan juta. Jadi 
sangat tidak adil jika para petani diwajibkan membayar zakat sedangkat para 
profesional tidak diwajibkan. 
Selain itu, sejak Indonesia  dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu, 
jumlah masyarakat miskin di Idonesia meningkat. Dalam hal ini, Islam seharusnya 
dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Untuk merealisasikannya, maka 
zakat profesi dan menjadi pilihan alternatif penghimpun dan untuk mengentaskan 
kemiskinan. Senada dengan hal itu, Rasulullah saw menyampaikan dalam sebuah 
hadis yang artinya,”ambilah zakat dari gologan orang-orang kaya diantara kamu 
untuk di berikan kepada orang miskin di lingkunganmu”. Hadis ini jelas 
menujukan fungsi zakat untuk membantu mengetaskan fakir miskin dari 
kesulitanya. Sementara itu, undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang 
pengelolaan Zakat juga telah menetapkan adanya Zakat profesi. Di dalam pasal 11 
ayat 2 disebutkan sumber-sumber harta yang dikenakan Zakat, yakni Zakat harta 
dan Zakat fitrah. Zakat harta terdiri dari a). Perak, emas, dan uang, b). 
Perdagangan dan perusahaan, c). Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil 
perikanan, d). Hasil pertambangan, e). Hasil perternakan, f). Hasil pendapatan dan 
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jasa, g). Rikaz. Dengan disebutkanya sacara jelas di dalam Undang-Undang (UU) 
ini berarti secara hukum formal di Indonesia, Zakat profesi (atau di dalam 
undang-undang di sebutkan zakat pendapatan dan jasa) hukumnya wajib.  
Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak yusuf sebagai kepala Lembaga 
Amil Zakat (LAZNAS) di PKPU Cabang Makassar, pada tanggal 16 mei 2014 
yang bertempat di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar, 
beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi di PKPU Cabang Makassar 
di Mulai pada tahun 2010, Pelaksanaan zakat profesi yang pertama kali di PKPU 
Cabang Makassar ini berhasil menghimpun muzakki.
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Yusuf (Kepala Cabang), Wawancara, Kantor Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU Cabang 
Makassar (10.00), 16 Mei 2014 
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Tabel 4.1 
Data Nama Muzakki Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang 
makassar tahun 2010 
No. Nama Muzakki 
Penghasilan per 
Tahun (Rp.) 
Zakat profesi 
1. H. Muh. Nasir Rp. 220.400.000 Rp. 5.510.000 
2. Suhaibah Alamiah, SE. Rp. 400.000.000 Rp. 10.000.000 
3. Shoim Rachmanto, S.ST,AK Rp. 102.000.000 Rp.2.550.000. 
4. Prof.Veni Hadju, M.Sc., Ph.D. Rp. 24.000.000 Rp. 600.000. 
5. Rahmah (Radiologi RS.Fatimah) Rp. 12.000.000 Rp.300.000. 
6. Nurlina, SE, M.Pd Rp.10.000.000 Rp.250.000 
7 Muh. Wahyu Henikurniawan Rp. 12.000.000 Rp.300.000 
8 Rani Diah Aryani Rasyid Rp. 15.000.000 Rp. 375.000 
9. Rahmawati Rp.16.000.000 Rp.400.000 
10. Lusy Puspitasari, SE Rp. 20.000.000 Rp.500.000 
11 M. Wahyu Heni Kurniawan Rp. 60.000.000 Rp. 1.500.000 
12 Idham Djauhari Rp. 140.000.000 Rp.3.500.000 
13 Hj. Andi Fatimah Rp.7.200.000 Rp.180.000 
14 Hj.Erna WS Sadjad Rp.10.000.000 Rp.250.000 
15 Suryadi, S.Kel Rp. 12.000.000 Rp. 300.000 
16 Rini Hendrasari Rp. 8.000.000 Rp.200.000 
 Jumlah Rp. 1.068.600.000 Rp.26.715.000 
Sumber data:  Sekretariat Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang 
Makassar,  2014 
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Pelaksanaan Zakat profesi di PKPU Cabang Makassar dapat berjalan baik 
karena telah disosialisasi kepada masyarakat beserta lembaga yang di lakukan 
dengan metode yang bervariatif dan hasil sudah mulai meningkat. Unit 
pengumpulan zakat (UPZ) mulai dibentuk di beberapa lembaga/dinas/instasi 
kemudian diberi batasan setiap bulan untuk menyetor zakat profesinya pada 
Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU Cabang Makassar. Lembaga unit kerja yang 
sudah membentuk UPZ tentunya yang diharapkan dapat melakukan kegiatan 
penarikan, atau pengumpulan zakat profesi karyawan/karyawati muslim dalam 
lingkungan unit kerjanya. Hasil pungutan zakat profesi tersebut yang akan di 
transfer ke rekening Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar. 
Kemajuan yang seperti ini diupayakan tindak lanjutnya hingga sekarang dan yang 
akan datang, dalam rangka pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi di PKPU 
Cabang Makassar. 
Sistem penerimaan zakat yang di lakukan dalam PKPU Cabang Makassar 
adalah kebanyakan muzakki atau donatur menyalurkan zakatnya via transfer dan 
layanan jemput donasi, dan yang datang langsung di kantor cuma sedikit.
4
 
Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat 
profesi di PKPU Cabang Makassar adalah sebagai berikut 
1. Penyebaran brosur  
2. Penyebaran majalah 
                                                          
4
 Arman  (bidang penghimpunan), Wawancara, Kantor Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU 
Cabang Makassar (10.30), 8  juli 2014 
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3. Pemberitaan lewat media elektronik dan media cetak 
Sosialisasi zakat profesi di lakukan secara intensif kepada masyakat 
melalui berbagai cara, seperti, khutba jum”at, pemasangan spanduk, pengiriman 
surat edaran dan sebagainya. Pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU 
Cabang Makassar juga memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dalam hal 
pelaksanaan zakat profesi. Mereka secara langsung turun ke lapangan mengajak 
masyarakat berzakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu 
menjadi muzakki. 
. Secara rinci urutan pengelolaan Zakat profesi di PKPU cabang makassar 
adalah sebagai berikut.  
1. Setiap awal tahun lembaga amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang 
Makassar  menetapkan target pengumpulan Zakat profesi dan strategi 
prioritas pedayagunaanya. Berdasarkan target dan strategi tersebut, 
Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar menyusun 
rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus di tempuh 
dalam pelaksanaanya.  
2. Pada tahap berikutnya, rencana dan program ini kerja ini di sampaikan 
kepada  lembaga pembina untuk memperoloh persetujuannya. Setelah 
memperoleh restu Lembaga pembina, ketua Lembaga Amil Zakat 
(LAZNAS) PKPU Cabang Makassar menyampaikan dan menjelaskan 
recana dan program kerja kepada seluruh aparat dan di jajaran 
LAZNAS, untuk pelaksanaan lebih lanjut. 
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3.  Selanjutnya, membentuk Unit Pegumpulan Zakat (UPZ). Unit-unit 
operosional (UPZ) yang telah dibentuk melaksanakan rencana dan 
program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, 
di tingkat UPZ diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan 
teknis operasional pengumpulan zakat profesi sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan yang diterapkan dan kebijaksanaan 
atasan. 
4. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan dan dilaporkan secara 
berkala kepada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang 
Makassar. Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar, 
memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian 
menyimpan hasil pengumpulan zakat profesi di bidang administrasi 
dan keuangan yang telah ditunjuk dan melaporkan penyimpangan 
tersebut kepada kepala PKPU Cabang Makassar. 
2. Program PKPU Cabang Makassar 
PKPU Cabang Makassar mempunyai beberapa program kerja salama ini, 
program ini seperti program pendidikan, kesehatan, sosial, rescue dan untuk 
anak yatim. Untuk lebih lengkapnya kami paparkan sebagai berikut: 
a. Program Kesehatan. 
Salah satu program PKPU adalah pelayanan kesehatan di tengah 
masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak orang sakit yang tidak 
bisa berobat karena biaya yang begitu mahal. Maka PKPU menyentuh bagian 
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itu untuk meringangkan beban masyarakat. Diantara program kesehatan PKPU 
adalah: 
1) Ibu Sadar Gizi (BUDARZI) 
Program Pondok Gizi Budarzi (PG Budarzi) merupakan program gizi 
masyarakat yang berorientasi pada pemeliharaan kesehatan dan gizi 
balita, pembangunan kesadaran masyarakat khususnya ibu untuk 
menerapkan kaidah gizi dan kesehatan dalam menyusun menu 
keluarga khususnya balita, mendampingi dan melayani serta 
memanfaatkan potensi lokal dalam upaya meningkatkan dan 
memperbaiki status gizi masyarakat. 
2) Program Komunitas Sehat 
Terdiri dari Program Kesehatan Masyarakat Keliling Terpadu 
(PROSMILING TERPADU) yaitu program layanan kesehatan keliling 
yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan di 
satukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang 
dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang 
tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan. Selain 
PROSMILING, PKPU memiliki program Klinik Peduli yang didirikan 
di daerah-daerah minus dan bencana. 
3) Program Komunitas Hijau 
Komunitas hijau atau green community adalah program pemberdayaan 
masyarakat (community development) yang berorientasi pada 
perubahan perilaku masyarakat dalam hidup bersih dan sehat serta 
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perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal. Program ini dilakukan di 
daerah miskin dan membutuhkan perhatian berupa pendampingan 
kesehatan lingkungan. 
b. Pendidikan 
1) Sekolah Berbasis Komunitas (SBK) 
SBK merupakan pendidikan berbasis potensi dan kearifan lokal. 
Dilaksanakan untuk melengkapi pendidikan formal yang ada sehingga 
peserta didik diharapkan memiliki motivasi, pengetahuan dan 
keterampilan untuk mengembangkan daerahnya. 
2) Beasiswa Peduli Generasi 
Pemberian bantua sekolah dari kalangan masyarakat tidak mampu, 
guna meringankan biaya sekolah mereka, tanpa mengikat apa pun. 
Semua siswa sekolah yang berhak dan layak menerima beasiswa 
(setelah melalui proses seleksi internal PKPU), akan memperoleh 
beasiswa ini. 
Tujuan program ini adalah untuk membangun dan meningkatkan 
pemahaman konsep dan keterampilan praktis dalam merancang, 
melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, melalui konsep 
education for all bagi anak-anak yang kurang mampu, Membantu 
pemerintah dalam usaha wajib belajar 9 tahun, Memberikan 
pembinaan yang maksimal kepada penerima beasiswa. Dengan 
diberikannya beasiswa maka akan meningkatkan motivasi belajar 
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anak. Sasaran dari beasiswa peduli generasi ini adalah siswa SD, SMP, 
dan SMA yang bersekolah di negeri maupun swasta. 
3) Perpustakaan Keliling 
Perpustakaan keliling merupakan sebuah program yang bertujuan 
meningkatkan minat baca kepada anak-anak, khususnya bagi anak-
anak korban bencana. Karena melalui membacalah anak-anak akan 
dengan mudah menghilangkan trauma yang dialami ketika bencana. 
Dalam perpustakaan keliling terdapat, berbagai macam buku bacaan 
menarik, selain itu para relawannya diberikan kemampuan seorang 
pustakawan, mulai dari katalogisasi buku, pengolaan sirkulasi buki, 
perawatan buku, hingga manajemen perpustakaan. Sarana 
perpustakaan keliling ini bisa menggunakan motor atau mobil. 
c. Ekonomi 
Di program ini PKPU baru mempunyai satu program. Dinamakan Program 
Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) merupakan program 
pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok. Masyarakat yang 
menjadi sasaran dalam program ini adalah kelompok petani gurem, peternak, 
pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan.  
Masyarakat dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin. KSM, kemudian 
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dihimpun dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota. Dan 
pelatihan beternak itik (kerja sama dengan PT.XL AXIATA 2013).
5
 
d. Sosial.  
Program pemberian langsung ini dengan memberikan zakat kepada yang 
berhak secara langsung dan bentuknya tunai atau bahan pokok lainnya. 
e. Rescue 
Penanggulangan resiko bencana oleh komunitas merupakan upaya 
pemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang kerap 
dihadapi. Komunitas terlibat dan bertanggung jawab terhadap program sejak 
perencanaan hingga pelaksanaan. 
Partisipasi aktif masyarakat diharapkan akan mengurangi kerentanan dan 
memperkuat kapasitas komunitas dalam penanggulangan bencana secara 
swadaya. Dengan demikian menghindari ketergantungan komunitas pada pihak 
eksternal. 
PKPU menghadirkan program ini dalam rangka mengalihkan kesigapan 
penanganan bencana dari para pegiat tanggap darurat bencana kepada 
masyarakat potensi korban bencana. Dengan demikian tindakan penanganan 
bencana akan lebih cepat dilakukan dan meminimalisir resiko dari potensi 
bencana yang terjadi. 
f. Yatim 
Menggembirakan dan membantu anak yatim adalah kewajiban bagi kita 
semua, salah satu program PKPU yang menyentuh itu adalah peduli anak 
                                                          
5
  Fikri Zuhri (bidang administrasi dan keuangan) Wawancara, Kantor Lembaga Amil 
Zakat (Laznas) PKPU Cabang Makassar (11.00), 12 juni 2014 
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yatim, selain itu bahwa anak yatim adalah salah satu yang bisa berhak 
mendapatkan zakat. Adapun program PKPU Cabang Makassar untuk anak 
yatim adalah: 
1. Voucher Yatim 
Voucher Yatim merupakan program filantropi dalam bentuk voucher 
belanja  untuk anak-anak yatim sehingga mereka dapat memilih barang 
yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus keinginan mereka. 
Voucher yatim dibagi menjadi dua, yaitu voucher belanja, yaitu 
pembelian kebutuhan sehari-hari, dan voucher pendidikan, yaitu 
pembelian perlengkapan sekolah seperti alat tulis dan buku-buku 
pelajaran. 
2. Wisata Yatim 
Wisata Yatim adalah program mengajak anak-anak yatim berjalan-
jalan ke wahana wisata. Tempat yang dikunjungi bermacam-macam, 
bisa wahana hiburan atau wisata alam. 
Dengan begitu, sambil bermain, anak-anak yatim bisa mengenal 
alam, tumbuhan, hewan, dan tentunya bisa bersyukur atas keindahan 
alam ciptaan sang kuasa. Selain itu selama mengikuti program tersebut, 
anak-anak yatim mendapatkan pelatihan citra diri positif. 
3. Penggalian dan pengumpulan zakat 
Menurut bidang administasi dan keuangan Laznas PKPU Cabang 
Makassar, Fikri Zuhri, SE  ”Sumber dana PKPU cabang Makassar Masih 
Berasal dari Kalangan PNS, tidak semua orang dikenakan wajib zakat. Pejabat/ 
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Pegawai/ karyawan Muslim yang sudah memenuhi wajib zakat dan bersedia di 
potong gaji sebesar 2,5% saja yang diambil dari zakatnya.”(16-5-2014). 
Dana zakat profesi yang telah dikumpulkan oleh PKPU Cabang Makassar 
Mulai Tahun 2011 hingga 2013 mengalami kenaikan. Akan tetapi mengingat 
eksitensi PKPU Cabang Makassar baru beroprasi kurang lebih 4 tahun. 
Table 4.2 
Dana Zakat Profesi Tahun 2011-2013 
Sumber Data: Lembaga amil zakat (Laznas) PKPU Cabang Makassar 
Tahun  Dana zakat profesi Yang  Terkumpul 
(Rp) 
Persentase (%) 
2011 Rp. 79.844.035. 22.50 
2012 Rp. 90.000.000. 27.50 
2013 Rp.129.688.000. 50.00 
Total  Rp. 299.532. 105. 100 
Sumber Data: PKPU Cabang Makassar, 2014 
Dari data di atas dapat di lihat bahwa pengumpulan dana zakat profesi 
berjalan dengan lancar karena mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 
sampai dengan 2013. 
C. Kendala/hambatan dalam implementasi zakat profesi Lembaga Amil 
Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar.  
 Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Yusuf sebagai kepala 
sekretariat Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar, pada 
tanggal 12 juni  2014 yang bertempat di lembaga Amil Zakat (LAZNAS) 
PKPU Cabang makassar, beliau mengungkapkan bahwa Lembaga Amil Zakat 
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(LAZNAS) PKPU Cabang Makassar dalam pelaksanaan zakat profesi  
mengalami hambatan atau kendala, yaitu sebagai berikut: 
1. Masih banyak UPZ belum menyetor zakat profesi ke lembaga amil 
zakat PKPU cabng Makassar  
Yang menjadi terhambatnya pengumpulan zakat perofesi dari UPZ 
ke LAZNAS adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para UPZ 
tentan zakat perofesi, kurangny sosialisasi lembaga amil zakat kepada UPZ 
sehingga UPZ tidak menyelurkan zakatnya secara efektif. Dalam Hal lain 
juga dikarenakan belum efektifnya fungsi regulasi, sinergi dan 
pengawasan. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, apabila dikaitkan 
dengan ayat surat At-Taubat ayat 103 masi belum  sempurna, karena UU 
zakat belum efektif  dalam memberikan kewenangan bagi pemerintah 
untuk pengumpulan zakat dari pihak muakki secara tegas sebagaimana 
peraturan pajak apabila tidak membayar pajak maka diberikan denda 
kelemahan UU No.38 inilah yang hanya sebatas mengatur pengatur 
pengelolaan zakat semata. Secara regulasi Indonesia sudah mempunyai 
peraturan perundang-udangan yaitu UU No.38 tahun1999 sayangnya 
belum efektifitasi dari segi pengumpulan, pengelolaan, dan 
pendayagunaan zakat. Hal inilah yang perluh diterapkan oleh lembaga 
amil zakat (LAZNAS)  PKPU cabang makassar dalam mengatur 
pengelolaan zakat profesi yang mana bekerja sama dengan pemerintah 
agar supaya dari tahun ketahun UPZ menyalurkan zakat profesinya ke 
Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar dengan lancar. 
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 Hal inilah yang terlihat dari implementasi zakat profesi yang masih 
kurang dalam merealisasikan zakat profesinya  kepada UPZ khususnya di 
PKPU cabang makassar yang mana masyarakatnya banyak menggeluti 
bidang pekerjaan (profesi).  
2. Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya yaitu: 
a. Masih kurang kepercayaan masyarakat. 
b. Kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah 
c. Pemahaman masyarakat tentang zakat profesi masih kurang. 
Sejalan dengan dipaparkanya masalah atau hambatan atau kendala 
yang di hadapi Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Makassar 
Bapak Yusuf menunturkan bahwa solusi atau penyelesaian masalah 
terhadap hambatan atau kendala dalam implementasi zakat profesi adalah 
Lembaga Amil Zakat harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua 
unsur seperti pemerintah, dan pengurus LAZNAS, untuk melalakukan 
perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam pelaksanaan zakat 
profesi bahkan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik segi 
peraturan pengelolaan zakat, maupun oleh Lembaga Amil Zakat PKPU. 
Cabang Makassar sendiri, dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat 
tentang implementasi zakat profesi,  sehingga pembayaran zakat profesi 
para muzakki pada UPZ, ataupun penyetoran hasil pembayaran zakat 
profesi dari UPZ kepada LAZNAS dapat terlaksana sesuai yang telah 
ditergetkan 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari analisis yang telah dikemukakan dari bab-bab terdahulu, 
maka pada bab terakhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan  
1. Implementasi zakat profesi di PKPU Cabang Makassar dapat berjalan 
dengan Lancar karena telah disosialisasikan kepada masyarakat 
beserta lembaga/institun yang di lakukan dengan metode yang 
bervariatif, dan hasilnya sudah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 
data zakat profesi  yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 
2010 sampai dengan 2013. Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU 
Cabang Makassar sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat 
(UPZ), Unit Pengumpulan Zakat sebagai kaki tangan dari LAZNAS 
untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudian di 
transferkan ke rekening LAZNAS PKPU Cabang Makassar, bank ini 
di beri kepercayaan untuk menyimpan semua hasil pembayaran zakat 
profesi dan kemudian akan melaporkan penyimpanan tersebut kepada 
kepala PKPU Cabang Makassar. 
2. Yang menjadi masalah dan hambatan yang dihadapi Lembaga Amil 
Zakat (LAZNAS)  masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum 
menyetor zakat yang terkumpul ke Lembaga Amil Zakat PKPU 
Cabang Makassar, dan juga ada beberapa faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya yaitu masih kurangnya kepercayaan masyarakat, 
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kesadaran masyarakat untuk bayar zakat profesi  masih rendah, dan 
pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang jadi 
sebagai solusi untuk masalah tersebut maka Lembaga Amil Zakat 
(LAZNAS) herus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua 
unsur seperti  pemerintah, dan pengurus LAZNAS, untuk 
melalakukan perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam 
pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat diperlukan untuk melakukan 
evaluasi, baik segi peraturan pengelolaan zakat, maupun oleh 
Lembaga Amil Zakat PKPU. 
B. Implikasi penelitian 
Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, berikut ini penulis 
akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai 
sekaligus sebagai kelegkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut 
1. Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU Cabang Makassar memberikan 
perhatian yang Maksimal dalam hal memperbaiki kualitas amil zakat, 
2. Lembaga Amil Zakat membuat  berbagai standar manejemen untuk 
panduan pengelolaan dan pengawasan kinerja UPZ. 
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